BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
| A .. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

' - Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota wajib

. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup
dan mengenakan sanksi administratif;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
huruf c¢ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administratif di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, dalam melaksanakan kewenangan
penerapan sanksi administratif Walikota dapat

menugaskan atau melimpahkan  sebagian

kewenangannya kepada Kepala Instansi
Lingkungan Hidup Kab/ Kota;
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Mengingat

c. bahwa untuk pengenaan sanksi administratif

perlu mendelegasikan sebagian kewenangan
pengenaan sanksi administratif bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Blitar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

1.

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan
Sanksi Administratif Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun

2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif
di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11.Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2014

Tentang Izin Lingkungan;

o mxsem
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Menetapkan
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12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan
Hidup kota Blitar.

5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban /perintah dan/atau penarikan kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
penanggung jawab usaha dan/atau Kkegiatan atas

dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin
lingkungan.

6. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan i
hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin |
usaha dan/atau kegiatan.



Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin
yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha
dan /atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah
bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun
dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup
dan/atau kesehatan manusia.

Plengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk
mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan
yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap wusaha dan/atau
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BABII
TUJUAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 2

Sanksi Administratif bertujuan untuk:

a.

Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau
perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup;

I\/flemulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran

dfan /atau perusakan lingkungan hidup; dan




d. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
ketentuan dalam izin lingkungan.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 3

Walikota mengenakan Sanksi Administratif kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap :

a. Izin Lingkungan; dan/atau

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

]’ Pasal 4

(I} Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

terdiri atas:

a: Teguran tertulis;

b. Paksaan pemerintah;

c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan
kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

3 P?aksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan:

al. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban

s ey




yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
| hidup.
(4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan

P?ngelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau

k§giatan:

a.:; Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam
Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan; dan/atau

¢. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan
dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

(5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau

kégiatan:

a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa

] persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan

pemerintah yang telah dikenakan dalam waktu tertentu;

dan/atau
c., Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau
| perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan

dan kesehatan manusia.

BAB IV
PENDELEGASIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 5

Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan pengenaan Sanksi
Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung
jawali: usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perli17i1dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

a. T(feguran tertulis terhadap pelanggaran Izin Lingkungan;




b. Teguran tertulis terhadap pelanggaran Izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

¢. Sanksi administratif terhadap pelanggaran Izin lingkungan bagi
usaha dan/atau kegiatan wajib UKL UPL.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Agustus 2019

WAKIL WALI KOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

Pada tanggal 30 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

.

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008




